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PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dalam akhir penulisan ini, penulis akan merangkum 
seluruh hasil penbahasan menjadi kesimpulan. Adapun 
kesimpulan penulis adalah: 
1. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang 
melakukan tindak pidana di bidang kehutanan khususnya 
illegal logging harus tunduk pada Undang- Undang No. 18 
Tahun 2013 yang juga tidak terlepas dari pasal-pasal dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
tentang penyidikan kemudian menerapkan hukum acara 
yang berpedoman kepada KUHAP. Penyidik Pegawai Negri 
Sipil berperan lebih aktif dalam melakukan penyidikan 
terhadp tindak pidana illegal logging hal ini disebabkan oleh 
keterbatasan yang selau dihadapi oleh penyidik Polri, 
Khususnya keterbatasan personil dibidang penyidik. Selain 
itu keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu 
menyebabkan Polri tidak mampu menangai semua tindak 
pidana yang terjadi. 
Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan yaitu 
antara lain: 
a. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum 
b. Keterbatasan sarana dan prasarana 
c. Keterbatasan dana 
Adapun Upaya-upaya yang dilakukan: 
a. Memberikan himbauan kepada masyarakat 
b. Mendirikan pos peredaran pengangkutan hasil hutan 
c. Meningkatkan kualitas dan kuantutas Polisi Hutan 
d. Memberikan penyuluhan hukum 
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2. Adapun perspektif hukum Islam tentang kedudukan dan 
kinerja PPNS adalah: peran PPNS telah sesuai dengan 
lembaga Islam dalam melakukan penyidikan yaitu sama-
sama memelihara kemaslahatan umum dan mencegah 
terjadinya kekacauan yang terjadi di lingkungan masyarakat.    
B. Saran 
 Saran-saran  yang dapat penulis berikan : 
1. Ketentuan peraturan per undang-undangan terhadap 
tindak pidana illegal logging di Indonesia belum dapat 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk itu pemerintah pusat harus 
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur 
pemerintah daerah dengan harapan agar setiap 
pemerintah daerah dapat mempersiapkan aparatur 
(kualitas dan kuantitas) guna menangani terjadinya 
tindak pidana illegal loging. Dengan adanya aparatur 
yang baik (kualitas dan  kuantitas) maka diaharapkan 
penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal 
logging akan semakin meningkat. 
2. Dalam menangani tindak pidana illegal logging 
diperlukan peran aktif masyarakat sesuai dengan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu 
diharapkan kepada masyarakat lebih berperan aktif 
untuk melakukan pengawasan dan perlindungan 
terhadap hutan dan hasil hutan di sekitarnya dan 
melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian 
yang mencurigakan. Pemerintah juga diharapkan untuk 
lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat 
terutama yang yang tinggal di sekitar daerah hutan yang 
umumnya tergantung pada hasil hutan. Sehingga tidak 
terdorong untuk melakukan praktek illegal logging baik 
untuk kepentingan sendiri maupun atas perintah atau 
suruhan dari masyarakat luar. Selain itu juga pemerintah 
harus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum 
sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat akan arti dan fungsi hutan. 
 83 
3. Agar penyidik di bidang Kehutanan dapat lebih 
menunjukkan eksistensinya maka harus diberikan 
otoritas dan wewenang yang lebih besar lagi. Hal ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa penyidik PNS 
khususnya di bidang Kehutanan sebagai penyidik 
Pegawai Negri Sipil yang mempunyai kewenangan yang 
relatif sempit. 
 
 
